
 
 

  
23 

BAB II 

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN JUAL 
BELI SECARA ONLINE   

A. Aspek Perjanjian Jual Beli Secara Online  

    1. Pengertian Jual beli Online  

Menurut Pasal 1457 Kuhperdata  Jual beli adalah suatu persetujuan 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli adalah 

persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan 

barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang 

dijual.34 

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup 

atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau 

jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam 

koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam 

keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat 

menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan 

artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan 

saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang 

 
34 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

IV, PT Gramedia Pustaka, Jakarta. 2008, Hlm,  589. 
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menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling 

terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. 

Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis 

teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, 

konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan 

barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. 

Cavanilas dan Nadal mendefinisikan pada umumnya jual beli online 

memiliki beberapa cara dan tipe dalam pelaksanaannya, diantaranya: 

1. Transaksi melalui chatting atau video conference adalah seseorang dalam 

menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet 

seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan sedangkan 

video conference dilakukan melalui media elektronik dimana orang dapat 

melihat gambar dan mendengat suara pihak lain yang melakukan 

penawaran. 

 2. Seseorang yang melakukan transaksi dengan e-mail, sebelumnya sudah 

harus memiliki e-mail address. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, 

pembeli sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta 

jumlah yang akan dibeli. Menurut Gunawan Wijaya mendefinisakan  jual 

beli yaitu Suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau 

perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam 
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bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan 

uang dari pembeli ke penjual.35 

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara 

penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang 

membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan 

sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual 

dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi 

dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. 

2 Dasar Hukum Jual beli online 

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik, yaitu:  

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 
komputer, dan/atau media elekronik lainnya.”  

 

Didalam pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Yaitu:  

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian 
hukum, manfaat, kehatihatian, iktikad baik, dan 
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. 

 

 
35 Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan , PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta 2003, Hlm, 7. 
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Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi 

elektronik, yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:  

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 

informasi dunia;  

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut 

asas kebebasan berkontrak. Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata  yaitu: 

 “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih”. 

 

B. Penawaran Produk Melalui Iklan 

    1.  Pengertian Penawaran  

   T.Gilarso mendifinisikan penawaran yaitu jumlah dari suatu barang 

tertentu yang mau dijual pada berbagai kemungkinan harga selama jangka 

waktu tertentu. Dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian 

penawaran menunjuk pada hubungan fungsional antara jumlah yang mau 

dijual (Qs) dan harga per satuan (P). Berapa jumlah barang yang ditawarkan 

atau mau dijual dipengaruhi oleh harga barang bersangkutan”. 
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Gregory Mankiw mengatakan bahwa pada penawaran, kuantitas yang 

ditawarkan berhubungan positif dengan harga barang. Kuantitas yang 

ditawarkan meningkat ketika harga meningkat dan menurun ketika harga 

menurun. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan ini 

dinamakan hukum penawaran (law of supply) dengan menganggap hal 

lainnya sama, ketika harga barang meningkat,maka kuantitas barang 

tersebut yang ditawarkan akan meningkat. 

    2.  Pengertian Iklan  

Iklan merupakan setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk 

memotivasi seorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu 

produk Patau jasa, untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan 

dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan 

pemasang iklan. Pengertian iklan:  

1. Iklan dapat diartikan sebagai berita pesanan (untuk mendorong, 

membujuk) kepada khalayak/orang ramai tentang benda atau jasa yang 

ditawarkan.  

2.  Iklan dapat pula diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak/orang 

ramai mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di dalam 

media massa, seperti surat kabar/koran, majalah dan media elektronik 

seperti radio, televisi dan internet.  
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Dari pengertian iklan tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan dibuat 

dengan tujuan untuk menarik perhatian dan mendorong atau membujuk 

pembaca iklan agar memiliki atau memenuhi permintaan pemasang iklan. 

Kotler dan Amstrong  mendefinisikan iklan merupakan bauran 

promosi yang memberikan pesan produk yang diperuntukan untuk 

masyarakat. Sarana untuk memperkenalkan ke masyarakat adalah lewat 

media. Baik lewat media cetak ataupun media online. Kotler dan Amstrong 

menyampaikan bahwa iklan dan periklanan sesuatu hal yang berbeda. 

Periklanan adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk 

melakukan presentasi dan promosi nonpribadi dalam bentuk barang, 

gagasan ataupun jasa. 

Supriyanto mendefinisikan iklan adalah upaya promosi barang, ide, 

perusahaan atau jasa yang perlu dibayarkan oleh sponsor. Tentu saja pihak 

sponsor adalah pihak yang bersedia menjalin kerja sama.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Siaran iklan adalah : 

 “Siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan 
masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan 
gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak 
dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran 
yang bersangkutan”.  
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C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dilhat Dari Persfektif Undang-undang 

Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  

1. Pengertian pertanggungjawaban  

Ridwan halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai 

berikut : sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik 

peranan itu merupakan hak dan kewajiban maupun kekuasaan. Secara 

umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk 

melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu yang tidak 

menimpang dari peraturan yang telah ada.36 

Hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, 

subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan. 

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua 

aspek yaitu Aspek Internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan 

dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh 

pimpinan dalam suatu instansi, sedangkan Aspek Eksternal yakni 

pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan 

menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain 

 
36 Khairunisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan Pasca 

Sajana, 2008, Hlm. 4.  
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berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain 

atas tindakan jabatan yang diperbuat.37 

Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen  Perlindungan Konsumen tanggung jawab pelaku 

usaha ialah memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai akibat 

kerusakan, pencemaran, dan/atau mengonsumsi barang atau jasa yang 

dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. 

Tanggung jawab akan timbul apabila ada sesuatu yang diperbuat 

oleh subjek hukum atau bisa penulis sebut yaitu sebab sehingga 

menimbulkan akibat. Dapat penulis artikan bahwa pertanggungjawaban ini 

merupakan hal yang harus dilakukan oleh subjek karena telah melakukan 

perbuatan hukum kepada subjek lain.  

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, 

yaitu : 38 

 a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat 

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 

mengakibatkan kerugian.  

 
37 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap 

Pidato Newaksara, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 42. 
38  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, 

hlm.503. 
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b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep 

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 

yang sudah bercampur baur (interminglend). 

 c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada 

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya 

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian 

yang timbul akibat perbuatannya. 

Berdasarkan kacamata Hukum, dalam kehidupan sehari-hari 

dikenal istilah pergaulan hukum (Rechtsverkeer), yang didalamnya 

mengisyaratkan adanya suatu tindakan hukum (rechtshendeling) dan 

hubungan hukum (rechtbettking) antar subjek hukum. Tindakan, 

pergaulan, dan hubungan hukum adalah suatu kondisi yang diatur oleh 

hukum yang memiliki relevansi hukum. Dalam hal ini terjadi karena 

interaksi hak dan kewajiban (recht en plichten). Hukum diciptakan untuk 

menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara 

wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen 

perlindungan (bescherming) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum 

diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika 

ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya 

dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut 

memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. 
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Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukan 

kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah 

subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah. 39 

2. Prinsip Tanggung Jawab 

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: 

liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact 

being responsible). istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban 

hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek 

hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada 

pertanggungjawaban politik.40 

a) Liability merupakan istilah hukum yang luas (a board legal term), 

yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability 

menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir 

setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang 

bergantung atau yang mungkin.  

 Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan 

kewajiban. Disamping itu, liability juga merupakan; kondisi tunduk 

kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung 

jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, 

ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan 

 
39 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm. 55 
40 HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 
337 
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tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada 

masa yang akan datang. 

b) Responsibility berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan 

kecakapan). Responsibility juga berarti, kewajiban bertanggung 

jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau 

sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah 

ditimbulkannya). Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip 

tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni 

accountability, responsibiliti, liability.  

Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung 

jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti accountability, 

responsibility, dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability 

adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya 

akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan 

responsibility adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung 

jawab dalam arti liability adalah kewajiban menanggung atas kerugian 

yang diderita. 

 3. Macam- Macam tanggung jawab 

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 

Tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab kepada diri sendiri, 

hanyalah diri sendiri yang memahami tentang makna serta capaian yang 
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perlu anda lakukannya. Guna menyelesaikan tanggung jawab yang 

kamu punyai pada diri sendiri. 

2. Tanggung jawab kepada Keluarga. 

 Tanggung jawab tersebut juga merupakan suatu tanggung jawab 

yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk keluarganya. Tanggung 

jawab itu tidak hanya sekedar sebagai tulang punggung, akan tetapi 

juga dapat seperti tanggung jawab sebagai seorang anak guna 

menuntaskannya pendidikan dan bisa membanggakannya orang tua. 

3. Tanggung jawab kepada Masyarakat.  

Sebagai seorang manusia yang membutuhkan bantuan orang lain 

ataupun sebagai mahluk sosial masyarakat mempunyai tanggung jawab 

yang wajib dipenuhi kepada masyarakat di lingkungan sekitar.  

4. Tanggung jawab kepada Bangsa. 

Selain menjadi seorang warga negara yang menghuni di sebuah 

negara bersama para pemimpin dengan aturan yang telah ditetapkan 

negara. Maka Masyarakat mempunyai tanggung jawab kepada bangsa 

dan negara sebagai seorang warga negara yang baik. 

5. Tanggung jawab kepada Tuhan.   

 Berdasarkan pancasila pada sila ke satu yakni ketuhanan yang 

maha esa, maka masayarat adalah seorang makhluk yang diciptakan 

oleh Tuhan dengan mempunyai tanggung jawab kepada tuhan.  
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4. Jenis-Jenis tanggung jawab  

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :  

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.  

2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.  

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 

5. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban pelaku usaha terhadap konsumen  

Bentuk Pertanggung jawaban Pelaku usaha terhadap konsumen antara 

lain: 41 

1. Contractual liability. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (privity of 

contract) antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai barang 

dan/atau jasa maka tanggung jawab pelaku usaha di sini didasarkan 

pada Contractual Liability (pertanggungjawaban kontraktual). Dengan 

demikian yang dimaksud Contractual Liability yaitu tanggung jawab 

perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas 

kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang 

diberikannya. 

2. Product Liability,Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no 

privity of contract) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka 
 

41 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
2003, hlm. 344-345. 
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tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada product liability atau 

pertanggungjawaban produk. Yang dimaksud dengan Product Liability 

yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (strict liability) dari 

pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat 

menggunakan produk yang dihasilkannya. Ketentuan ini terdapat dalam 

pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan 

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas; 

Kerusakan, Pencemaran dan/atau Kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

 Selain strict liability yang merupakan pertanggungjawaban langsung 

maka terdapat tortius liability dalam pertanggungjawaban produk 

(product liability) yaitu tanggung jawab yang didasarkan pada 

perbuatan melawan hukum (tortius liability). Unsur-unsur dalam tortius 

liability antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, 

kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum 

dengan kerugian yang timbul. 

 Di mana unsur-unsur Tortius Liability dalam pertanggung jawaban 

produk ini adalah; 

1. Unsur perbuatan melawan hukum,  

2. Unsur kesalahan,  

3. Unsur kerugian,  
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4. Unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan  

kerugian yang timbul.  

Dalam hal pembuktian maka pembuktian unsur kesalahan bukan 

merupakan beban konsumen lagi, tetapi justru merupakan beban yang 

harus ditanggung oleh pihak pelaku usaha untuk membuktikan tidak 

bersalah. Hal ini diatur dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 8 tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pembuktian 

terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi 

dalam pasal 19 UUPK yang berupa kerusakan, pencemaran dan/atau 

kerugian konsumen merupakan tanggung jawab konsumen. 

3. Professional liability. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (privity 

contract) antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana prestasi 

pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga 

merupakan perjanjian ikhtiar (inspanningsverbintenis) yang didasarkan 

pada iktikad baik (te goeder trouw), maka tanggung jawab pelaku usaha 

didasarkan pada pertanggungjawaban profesional. Di mana 

pertanggung jawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab 

langsung (strict liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami 

konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang 

diberikannya. 
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4. Criminal Liability, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha 

sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. 

  6. Dasar Hukum Pertanggung Jawaban  

Pertanggungjawaban secara khusus diatur didalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yaitu salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan 

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan 

orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu. Mengganti 

kerugian tersebut.  

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 

dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on 

fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability 

without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung 

jawab mutlak (strick liability).42 

Didalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

menyatakan bahwa: 

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk 
kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga 
untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau 
kekurang hati-hatinya”. 

 

 
42 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2010, Hlm,  49. 
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Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen :  

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti 
rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian 
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa 
yang dihasilkan atau diperdagangkan ”. 

 
Pada dasarnya adanya tanggung jawab produk adalah perjanjian 

antara para pihak atau perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan 

hukum Indonesia, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata 

dapat dilihat dan dipegang (tangible goods), baik yang bergerak maupun 

tidak bergerak. Namun dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab 

produsen (Product liability) produk bukan hanya berupa tangible goods, 

tetapi juga termasuk yang bersifat intangible,  

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (product 

liability) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (stict liability) 

dalam mengantisipasi kecenderungan dunia dewasa ini yang lebih 

menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang 

diderita akibat produk yang cacat. Hal ini disebabkan karena sistem 

hukum yang berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak 

produsen, sementara produsen memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat. 

Agnes M Toar mendefinisikan tanggungjawab produk yaitu 

Tanggungjawab produsen untuk produk yang dibawanya kedalam 
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peredaran yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada 

produk tersebut”. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tanggung jawab produk 

adalah suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang 

menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau 

badan yang menjual atau mendistribusikan (seller,distributor) produk 

tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian 

komersial tentang bengkel dan pergudangan, demikian juga para agen dan 

pekerja dari badan-badan usaha tersebut. 

       7. Pengertian pelaku usaha 

           Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen;  

“ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi.” 

 

Menurut   UU   No.   5  Tahun   1999 Tentang   Larangan   Praktek  

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu: 

 “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan  atau  
badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  
atau  bukan  badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara  Republik  Indonesia,  baik  
sendiri  maupun  bersama-sama, melalui  perjanjian, 
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menyelenggarakan   berbagai   kegiatan    usaha  
dalam  bidang  ekonomi”. 

 

Pada penjelasan Undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha 

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, 

distributor dan lain-lain. Kajian  atas  perlindungan  terhadap  konsumen  

tidak  dapat  dipisahkan  dari telah   terhadap   hak-hak   dan   kewajiban   

produsen. 43  Berdasarkan Directive  pengertian  produsen  meliputi: 

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang 

manufaktur  mereka  ini  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  

yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk 

bila kerugian  timbul  akibat  cacatnya  barang  yang  merupakan  

komponen dalam proses produksinya. 

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk. 

3. Siapa  saja,  yang  dengan  membubuhkan  nama,  merek,  ataupun  

tanda-tanda  lain  pada  produk  menampakan  dirinya  sebagai  

produsen  dari suatu barang. 

      8. Hak – Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Seperti halnya konsumen pelaku usaha juga memiliki hak dan 

kewajiban.  Hak  pelaku  usaha  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu : 

 
43   Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009,  Hlm. 41. 
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1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2. Hak  untuk  mendapat perlindungan hukum dari  tindakan  konsumen  

yang beritikad tidak baik; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam  penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

4. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  

bahwa kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  

jasa  yang diperdagangkan; 

5. Hak-hak yang diatur dalam  ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya. 

Kewajiban pelaku  usaha  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu : 

 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujurmengenai kondisi    

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberipenjelasan  

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

3.  Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  

serta tidak diskriminatif; 
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4. Menjamin  mutu  barang   dan/atau   jasa   yang   diproduksi   dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu  barang  dan/atau 

jasa yang berlaku; 

5. Memberi kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian 

akibat  penggunaan, pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  

jasa yang diperdagangkan; 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian  apabila  barang 

dan/atau  jasa  yang  dterima  atau dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan 

perjanjian. 

     9.  Jenis-jenis Pelaku Usaha 

          Jenis Pelaku usaha dibedakan menjadi 2 yaitu:   

 a. Badan Usaha yang berbadan hukum 

 b. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum 
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Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan 

badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang 

sehingga tidak memiliki kekayaan para pendirinya.44 

Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada 

pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yanag berbadan hukum, contohnya 

adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha 

PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah 

dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. dalam artian jika PT 

tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham 

tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan 

usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak 

terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan 

usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka 

berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam 

penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya 

dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut 

lunas atau selesai 

Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah : 

a. Usaha Dagang (UD) atau kadang juga dikenal dengan istilah PD 

(Perusahaan Dagang).  

 
44 Irma Devita, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, Bandung  

2010, Hal. 2. 
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b. Persekutuan Perdata (Maatschap) yang diatur dalam Pasal 1618- 

1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).  

c. Firma/Fa (Vennootschap Onder Firma), yang diatur dalam pasal 16-

35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).  

d. Persekutuan Komanditer/CV (Comanditaire Vennootschap), yang 

diatur dalam Pasal 19 KUHD.  

e. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang diatur dalam Pasal 

1653-1665 KUHPerdata. 

Perbedaan pada pemisahaan harta kekayaan, perbedaan berikutnya 

juga terletak pada posisi badan usaha sebagai subyek hukum di dalam 

pengadilan. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subyek hukum 

yang juga dapat dituntut serta melakukan penuntutan dimuka pengadilan 

atas nama badan usaha. Yang melakukan penuntutan tersebut tentu saja, 

bukan badan usaha itu sendiri secara langsung, melainkan orang yang 

dikuasakan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal ini, 

dikarenaknan badan hukum merupakan aggregate theory yang berarti 

kumpulan-kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum 

tersebut. Sementara badan usaha yang tidak melakukan kumpulan 

penuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha tersebut. Akan tetapi, 

didalam badan  usaha yang tidak berbadan hukum yang dituntut dimuka 

pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut serta yang melakukan 
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penuntutan dimuka pengadilan juga pendiri tersebut yang juga bertindak 

atas namanya sendiri 

       10.  Pengertian Konsumen 

Istilah  konsumen  berasal  dari  kata  consumer  (Inggris-Amerika),  

atau consument/konsument (Belanda).45 Pengertian tersebut secara  harfiah  

diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu 

atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang  

menggunakan  suatu  persediaan atau sejumlah barang”.46 

Pengertian kosumen berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :  

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.” 

 

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni : 

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

yang digunakan untuk tujuan tertentu; 

b. Konsumen  antara  adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  

dan/atau  jasa untuk  digunakan  dengan  tujuan  membuat  barang  

 
45 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 

2009,  Hlm. 22. 
 

46 Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian  Teoretis  dan 
Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, 2008, Hal. 7. 
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dan/ atau jasa  lain untuk diperdagangkan ( tujuan komersil ) bagi   

konsumen antara barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital 

yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari 

produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen  antara  

ini  mendapatkan  barang atau jasa di pasar industri atau pasar 

produsen. 

c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang  mendapat  dan  

menggunakan barang  dan/atau  jasa  untuk  tujuan  memenuhi  

kebutuhan  hidupnya pribadi,  keluarga dan/atau  rumah  tangga dan 

tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).47 

       11. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen  

 Secara  umum  dikenal adanya  empat  hak  dasar  konsumen  yaitu  

hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety), hak untuk  

mendapatkan informasi (the right to be informed), hak untuk memilih ( 

the right to choose ), dan akhirnya hak untuk didengar (the right to be 

heard). 

 Hak  konsumen  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 4 Undang-

undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu : 

 a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

 
47 Az.Nasution, , Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Yogjakarta. 2001,  Hlm. 

13. 
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 b.  Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  

barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan 

kondisi  serta jaminan yang dijanjikan 

c.    Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  

kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa 

d.   Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  

dan/atau jasa yang digunakan 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 

f.     Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 

g.    Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila   barang   dan/atau   jasa   yang   diterima   tidak   sesuai   

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 

i.   Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan lainnya 

Kewajiban konsumen sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 5 Undang-

undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu : 
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a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan /atau jasa demi keamanan 

dan keselamatan. 

b.   Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian  barang  

dan  / atau jasa. 

c.      Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut penjabaran Pasal tersebut di atas, 

dimaksudkan agar konsumen sendiri.


